BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024-2054

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

. bahwa berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lingkungan hidup
yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga
negara Indonesia;

. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun

telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia
dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh
semua pemangku kepentingan,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur
dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjunya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang
lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain.

Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas
sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk
kesatuan ekosistem.
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Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam
bagi peningkatan kualitas kehidupan dan Kkesejahteraan masyarakat
dengan  memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai
sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ckologi, ckonomi,
dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan
mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam
dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
mcmadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa dcpan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistcmatis
dan terpadu yang dilakukan untuk mcelestarikan fungsi lingkungan hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kcrusakan lingkungan
hidup yang meliputi pcrencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan pcnegakan hukum.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat
potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk
kescimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Jasa Ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan olch ckosistem
untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (valuation) suatu
ekosistem.

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim,
tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam
yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung
adalah kecmampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disbut Daya Tampung
adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
Inventarisasi  Lingkungan Hidup adalah kegiatan  klasifikasi,
pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang
disajikan dalam bentuk geospasial dan non geospasial.

Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kcjadiannya
berulang dan berdampak bcsar scrta luas terhadap keberlangsungan
fungsi lingkungan hidup.

Dacrah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, mcnyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan kc danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat mcrupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpcngaruh
aktivitas daratan .

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH
adalah merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan
kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan
periode tertentu yang meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara,
dan indeks kualitas lahan.
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Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.

Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, bcrupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Dacrah yang
diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis Dacrah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap scbagai penjabaran strategi.

Indikasi Program adalah tanda yang berfungsi scbagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dengan sasaran dan
tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BABII
TUJUAN

Pasal 2

RPPLH bertujuan untuk:

a.

(1)

(2)

mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan;

mcmpcrtahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan
melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka
menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlangsungan
kehidupan berbangsa dan bernegara;

mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola Pemerintah Dacrah
dan kelembagaan masyarakat untuk pcngendalian, pemantauan, dan
pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber
daya alam secara adil dan bijaksana; dan

mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan
dalam menghadapi perubahan iklim dan isu-isu Lingkungan global.

BAB III
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3
RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana
pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka
menengah.
RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD
yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan.



Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 4
RPPLH 2024-2054 ditetapkan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) dan
dapat ditinjau kembali setiap S (lima) tahun.

BAB IV
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5
RPPLH mencakup seluruh wilayah ekoregion di Daerah.

Pasal 6
(1) RPPLH memuat rencana mengenai:

a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam,;

b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi
lingkungan hidup;

c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan
pelestarian sumber daya alam; dan

d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
memperhatikan:

keragaman karakter dan fungsi ekologis;

sebaran penduduk;

sebaran potensi sumber daya alam,;

kearifan lokai;

aspirasi masyarakat; dan

perubahan iklim.

(3) Muatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas arahan
kebijakan, strategi, implementasi dan indikasi program yang dalam
penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan.

(5) Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disusun dalam dokumen RPPLH yang meliputi:

a. pendahuluan;

b. kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah;

c. permasalahan dan target lingkungan hidup; dan

d. arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(6) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

o R0 T

BABV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7
(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan saat penyusunan dan
pelaksanaan RPPLH secara berkala.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam RPPLH.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali
dalam S (lima) tahun.
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Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
mempertimbangkan perkembangan masyarakat, kondisi lingkungan, ilmu
pengetahuan dan teknologi serta aspek hukum.

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan tugas lingkungan hidup di
daerah.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk pelaporan oleh Bupati
melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan kcpada
DPRD.

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 8
Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Dacrah dapat melakukan kerja
sama.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lain; dan/atau
c. Lembaga non pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9
Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
Peran serta masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui perorangan, kelompok dan/atau badan usaha.
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH berbentuk:
a. pcngawasan;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal 10

Peran serta masyarakat dilakukan untuk:

a.

oo

meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan,;
menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
menumbuh  kembangkan  ketanggapsegeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial; dan

mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.



BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 11
Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27~Deserber 2023

BUPATI SIDENREN(G RAPPANG,

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 Oesemboer 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

I//"

BASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023
NOMOR &

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI-SELATAN : B.HK.07.208.23.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024-2053

UMUM

Lingkungan hidup yang sehat meruapakan salah satu hak azasi yang
dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga
lingkungan hidup perlu senantiasa dijaga kualitasnya agar tetap dapat
menunjang pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kcbijakan yang dapat digunakan
scbagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga
seluruh kegiatan pembangunan serta aktiftas masyarakat yang berpotensi
menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Scdangkan akibat
kegiatan yang telah terjadi atau akibat kondisi alam yang menyebabkan
terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan
komprehensif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dacrah diharuskan menyusun RPPLH Kabupaten yang ditetapkan dengan
peraturan dacrah. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

RPPLH memuat rencana berkaitan dengan sumber daya alam yang
meliputi pencadangan, pcmanfaatan, pemeliharaan, pemantauan,
pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pcngelolaan lingkungan
hidup, serta adaptasi dan mitigasi pcrubahan iklim dan bencana.

Peran strategis RPPLH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mengatur bahwa bahwa seluruh kebijakan yang tcrcantum dalam
dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan
RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan
pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali
terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk
itu, RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan
untuk menentukan capaian kinerja pemerintan dacrah dalam
menyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebaran penduduk atau distribusi penduduk
merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu
wilayah atau negara.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang
berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk
antara lain melindungi dan mengelola lingungan
hidup secara lestari. Dalam konteks ini terkait
hubungan antara masyarakat lokal dengan sumber
daya alam khususnya hutan di sekitarnya.

Kearifan lokal di samping terkait dengan pengetahuan
tradisional, juga merupakan hasil dari interelasi
dengan dua faktor lainnya yaitu ketergantungan
kchidupan dan integrasi budaya.

Pengetahuan tradisional lahir berdasarkan penalaran
dan tradisi kehidupan antar generasi.

Pengetahuan tradisional, ketergantungan hidup dan
interaksi budaya melahirkan berbagai bentuk
kearifan'yvang sangat luas yaitu dari kepercayaan dan
pantangan, etika dan aturan, teknik dan teknologi,
atau pun dalam bermacam praktek atau tradisi
pengelolaan sumber daya alam yang secara
keseluruhan tidak hanya berperspektif kelestarian
sumber daya alam. Akan tetapi, juga sangat berarti
bagi kehidupan serta krsejahteraan masyarakat itu
scndiri.

Untuk menjamin kearifan lokal harus ada campur
tangan pemerintah atau negara, artinya pcmerintah
atau negara harus membuat pola atau rencana yang
jelas terkait dengan akomodasi,
pelibatan/pemberdayaan, dan perlindungan aspek
kearifan lokal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Aspirasi masyarakat merupakan kchcndak yang kuat
dari masyarakat untuk memperoleh kemanfaatan
yang optimal dari potensi dan kebcradaan sumber
daya alam.

Huruf

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR &84



